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UuMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan terdapat perubahan materi yang terkait dengan penghitungan
Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun
berjalan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan
penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan
dalam tahun berjalan.

Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor
138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan
Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, mengatur ketentuan-
ketentuan yang berkenaan dengan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur juga ketentuan peralihan dalam
rangka pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku
pada tanggal 1 Januari 2009.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Pemberian saham bonus kepada pemegang saham yang dilakukan
tanpa penyetoran termasuk dalam pengertian pembagian laba atau
dividen. Demikian pula dengan pemberian saham bonus yang berasal
dari kapitalisasi agio saham. Agio saham berasal dari setoran modal
pemegang saham di atas nilai nominal saham yang diperolehnya.
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Oleh karena itu apabila saham bonus dimaksud diberikan kepada
pemegang saham yang menjadikan jumlah nilai nominal seluruh
saham termasuk saham bonus yang diperolehnya lebih besar dari
jumlah setoran modalnya, pemberian saham bonus yang berasal dari
kapitalisasi agio saham tersebut termasuk dalam pengertian
pembagian laba atau dividen. Namun demikian apabila saham bonus
dimaksud diberikan kepada pemegang saham sehingga pemberian
tersebut tidak menjadikan jumlah nilai seluruh saham (termasuk
saham bonus) yang diperoleh atau dimilikinya lebih besar dari jumlah
setoran modalnya, pemberian saham bonus yang berasal dari
kapitalisasi agio saham tersebut tidak termasuk dalam pengertian
pembagian laba atau dividen.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Contoh:
PT A (belum Go Public) yang mempunyai modal dasar sebesar
Rp4.500.000.000,00 (terdiri dari 4.500.000 lembar saham) dan
telah disetor penuh melakukan ekspansi yang sumber
pendanaannya diperoleh dengan jalan meningkatkan modal
saham dengan menjual saham baru sejumlah 500.000 lembar
(nilai nominal Rp1000,00/lembar) dengan nilai  jual
Rp750.000.000,00 (500.000 Iembar saham x Rp1.500,00)
sehingga terdapat selisih di atas nilai nominal sebesar
Rp250.000.000,00 (500.000 lembar saham x Rp500,00) yang
dibukukan sebagai agio saham oleh PT A.
Atas agio saham tersebut bukan merupakan objek Pajak
Penghasilan bagi PT A.
Ayat (2)

Contoh:

Seperti pada ayat (1), namun nilai penjualan 500.000 lembar
saham baru tersebut sebesar Rp400.000.000,00. Atas selisih
lebih antara nilai nominal dan nilai pasar saham sebesar
Rp100.000.000,00 (500.000 lembar saham x (-Rp200,00))
tersebut dibukukan sebagai disagio saham oleh PT A.

Atas disagio saham tersebut bukan merupakan pengurang dari
penghasilan bagi PT A.
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Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Karakteristik Bank Indonesia terkait surplus Bank Indonesia
antara lain selisih kurs, penyisihan aktiva, dan penyusutan aktiva

tetap.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang bersangkutan” adalah
Wajib Pajak pemberi dan Wajib Pajak penerima bantuan atau,
sumbangan, termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia,
dan atau harta hibahan.

Ayat (2)
Transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak adalah
berupa pembelian, penjualan, atau pemberian imbalan lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Ayat (3)

Contoh hubungan berkenaan dengan pekerjaan:

1. Tuan B merupakan direktur PT X dan Tuan C merupakan
pegawai PT X. Dalam hal ini, antara PT X dengan Tuan B
dan/atau Tuan C terdapat hubungan pekerjaan langsung.
Jika Tuan B dan/atau Tuan C menerima bantuan atau
sumbangan dari PT X atau sebaliknya, maka bantuan atau
sumbangan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan
bagi yang menerima karena antara PT X dengan Tuan B
dan/atau Tuan C mempunyai hubungan pekerjaan
langsung.
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Ayat (4)

Tuan A bekerja sebagai petugas dinas luar asuransi dari
perusahaan asuransi PT X. Meskipun Tuan A tidak
berstatus sebagai pegawai PT X, namun antara PT X dan
Tuan A dianggap mempunyai hubungan pekerjaan tidak
langsung. Jika Tuan A menerima bantuan atau sumbangan
dari PT X atau sebaliknya, maka bantuan atau sumbangan
tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan bagi pihak
yang menerima karena antara PT X dan Tuan A mempunyai
hubungan pekerjaan tidak langsung.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

1. Penguasaan manajemen secara langsung:

Tuan A dan Tuan B, adalah direktur PT X, sedangkan
Tuan C adalah komisaris X. Selain itu, Tuan C juga
menjadi direktur di PT Y, dan Tuan B sebagai komisaris
di PTY.

Tuan B Junior adalah direktur PT AA, sedangkan Tuan E
sebagai komisaris PT AA. Tuan B Junior adalah anak dari
Tuan B yang menjadi direktur PT X dan komisaris PT Y.

Dalam contoh di atas, antara PT X dan PT Y mempunyai
hubungan penguasaan manajemen secara langsung,
karena Tuan B selain bekerja sebagai direktur di PT X
juga bekerja sebagai komisaris PT Y. Di samping itu,
Tuan C selain bekerja sebagai komisaris di PT X juga
bekerja sebagai direktur di PT Y. Jika PT X menerima
bantuan atau sumbangan dari PT Y (atau sebaliknya)
maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan
objek pajak bagi pihak yang menerima.

Demikian pula antara PT Y dan PT AA mempunyai
hubungan penguasaan manajemen secara langsung,
karena terdapat hubungan keluarga antara Tuan B (ayah)
yang bekerja sebagai komisaris di PT Y dengan Tuan B
Junior (anak) yang bekerja sebagai direktur di PT AA.

Jika PT AA menerima bantuan atau sumbangan dari PT Y
(atau sebaliknya) maka bantuan atau sumbangan
tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang
menerima.
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Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh:

Jika Tuan B.Jr (anak) menerima bantuan atau
sumbangan atau harta hibahan dari Tuan B (ayah) maka
bantuan atau sumbangan atau harta hibahan tersebut
dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang
Pajak Penghasilan, karena yang mempunyai hubungan
penguasaan manajemen adalah antara PT Y dengan PT
AA, bukan antara Tuan B (ayah) dan Tuan B Junior
(anak).

Dengan demikian, hubungan penguasaan manajemen
hanya terjadi antara entitas yang pengurusnya sama atau
memiliki  hubungan keluarga. Sedangkan antara
pengurus dalam entitas tersebut tidak memilki hubungan
penguasaan.

. Penguasaan manajemen secara tidak langsung:

Tuan O adalah direktur PT AB, dan Tuan P sebagai
komisaris PT AB. Tuan O dan Tuan P nyata-nyata
mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan
dan/atau mengambil keputusan dalam rangka
menjalankan kegiatan PT X, misalnya berwenang
menandatangani kontrak dengan pihak  Kketiga,
menandatangani cek, dan sebagainya walaupun Tuan O
dan/atau Tuan tidak tercantum namanya dalam susunan
pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte
perubahan PT X

Dalam contoh di atas, antara PT AB dan PT X mempunyai
hubungan penguasaan manajemen secara tidak
langsung. Jika PT X menerima bantuan atau sumbangan
dari PT AB atau sebaliknya maka bantuan atau
sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak
yang menerima.

PT A bergerak di bidang penyewaan apartemen. Sesuai dengan
kontrak, sewa apartemen tiap bulan adalah sebesar US$1,000
dan diterbitkan invoice setiap tanggal 1.

Pada tanggal 1 September 2010 PT A menerbitkan invoice
sebesar US$ 1,000 kepada penyewa. Pada tanggal tersebut, kurs
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